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ABSTRACT 

The Maritime Court has the authority to examine collisions between merchant ships, merchant 

ships and state ships, and merchant ships and warships. Considering the importance of security 

and safety of shipping traffic, Law No. 17 of 2008 concerning Shipping mandates that every ship 

accident that occurs be examined by authorized officials. The formulation of the problem in this 

study includes: (1) What is the position of the Maritime Court in the administrative justice 

system in Indonesia? (2) How is the resolution of ship accident cases by the Maritime Court? 

The research method used is normative legal research with secondary data sources through 

library data that includes official documents, publications on law including textbooks, legal 

dictionaries, and law journals. The data collection technique used is data collection in the form of 

document or literature studies, while data analysis is carried out using qualitative analysis. The 

results of the discussion indicate that: (1) The position of the Maritime Court is not within the 

scope of the judicial institution as stipulated in the third amendment to the 1945 Constitution of 

the Republic of Indonesia, Article 24 paragraph (2), based on Law Number 17 of 2008 

concerning Shipping, the existence of the Maritime Court is under the Ministry of 

Transportation. (2) Legal settlement in the examination of ship accidents is carried out through 

two stages, namely: 1). Preliminary Examination, which is divided into the Ship Accident 

Report, and Completion and Submission of Files. 2). Follow-up Examination, divided into the 

Determination of the Expert Panel Team, Case File Research and Summons, and the Expert 

Panel Team Hearing and ends with the Decision of the Maritime Court which is final and there is 

no other legal remedy. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayaran merupakan suatu moda 

transportasi tertua dimana sejak dahulu 

kala orang menggunakan perahu atau 

kapal sebagai sarana angkutan di laut. 

Kapal sebagai sarana transportasi tertua 

di dunia memang memegang peranan 

yang penting di Indonesia, selain sebagai 

penghubung antar pulau, jenis 

transportasi ini juga masih digunakan 

sebagai sarana distribusi untuk 

menjalankan roda perekonomian hingga 

pelosok daerah dari dulu hingga 

sekarang ini. Walaupun begitu, 

penggunaan kapal sebagai moda 

transportasi ini ternyata juga 

menimbulkan permasalahan, layaknya 

suatu risiko, alat transportasi ini juga 

tidak luput dari bahaya adanya 

kemungkinan kecelakaan atau musibah 

yang dapat menimpanya. Apalagi jika 

dilihat dari kondisi perairan Indonesia 

yang cenderung memiliki ombak yang 



 

 

 

 

 

 

 

B. 

 

ganas seperti Samudera Indonesia, atau 

daerah laut yang memiliki pusaran-

pusaran seperti di sekitar selat bali, 

tentunya hal ini akan menyebabkan 

meningkatnya risiko kecelakaan tersebut 

Mahkamah Pelayaran berwenang 

memeriksa tubrukan yang terjadi antara 

kapal niaga dengan kapal niaga, kapal 

niaga dengan kapal negara, dan kapal 

niaga dengan kapal perang. Dengan 

mempertimbangkan mengenai 

pentingnya keamanan dan serta 

keselamatan lalu lintas perkapalan maka 

Undang-Undang No.17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran mengamanatkan agar 

setiap kecelakaan kapal yang terjadi 

diperiksa oleh pejabat yang berwenang.
Berdasarkan Latar Belakang tersebut pen
ulis telah melakukan penelitian dengan ju
dul ”KEDUDUKAN MAHKAMAH PE

LAYARAN DALAM SISTEM PERADI

LAN ADMINISTRASI DI INDONESIA

“.

Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kedudukan 

Mahkamah Pelayaran dalam sistem 

Peradilan Administrasi di Indonesia? 

2. Bagaimana penyelesaian kasus 

kecelakaan kapal oleh Mahkamah 

Pelayaran? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis kedudukan 

Mahkamah Pelayaran dalam sistem 

Peradilan Administrasi di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis penyelesaian 

kasus kecelakaan kapal oleh 

Mahkamah Pelayaran. 

 
II. METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode penelitian hukum normatif 

(normatif legal research). Penelitian 

hukum normatif adalah penelitian yang 

menggunakan hukum sebagai landasan 

norma, yang didasarkan pada penelitian 

kepustakaan, seperti bahan sekunder 

berupa undang-undang, jurnal, dan buku 

yang berhubungan dengan pokok 

bahasan yang sedang dibahas.Sumber 

data yang dapat digunakan dalam 

melakukan penelitian hukum ini terdiri 

atas data sekunder, yaitu data pustaka 

yang mencakup dokumen-dokumen 

resmi, publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 

jurnal-jurnal hukum. Selanjutnya, teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa studi dokumen 

atau kepustakaan (Library Research), 

yaitu dengan mempelajari buku-buku 

atau literatur yang ada dan berkaitan 

dengan permasalahan yang di bahas. 

kemudian data yang diperoleh disusun 

secara sistematis dan dianalisis 

menggunakan metode analisis kualitatif. 
 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Kedudukan Mahkamah Pelayaran 

dalam sistem Peradilan Administrasi 

di Indonesia 

Jika melihat kepada aturan-aturan 

 

Kekuasaan 

yang melandasi Mahkamah Pelayaran, 

jelas bahwa Mahkamah Pelayaran saat 

ini bukan merupakan badan peradilan 

khusus seperti apa yang tercantum 

didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kehakiman, dan 

kedudukannya pun tidak dalam 

lingkungan Peradilan Umum melainkan 

berada dibawah Kementerian 

Perhubungan yang bertanggung jawab 

kepada Menteri. Dengan demikian, 

sesungguhnya Mahkamah Pelayaran 

tidak memiliki yurisdiksi untuk memutus 

perkara yang berkaitan dengan aspek 

keperdataan (seperti tanggung jawab 

pengangkut, ganti rugi atau kompensasi 



 

 

ekonomi) atau aspek pidana, sekalipun 

timbul dalam kaitan dengan kecelakaan 

kapal, karena masalah-masalah ini 

merupakan yurisdiksi Peradilan Umum. 

 

B. Penyelesaian kasus kecelakaan kapal 

oleh Mahkamah Pelayaran 

Pada dasarnya penyelesaian hukum 

dalam pemeriksaan atas kecelakaan 

kapal melalui dua tahapan yaitu: 

1.Pemeriksaan Pendahuluan, yang 

terbagi: Laporan Kecelakaan Kapal; dan 

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas. 

2.Pemeriksaan Lanjutan, terbagi atas: a. 

Penetapan Tim Panel Ahli; b. Penelitian 

Berkas Perkara dan Pemanggilan; c. 

Sidang Tim Panel Ahli; dan d. Putusan. 

 
IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Kedudukan Mahkamah Pelayaran 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 

17 tahun 2008 tentang Pelayaran, 

keberadaan Mahkamah Pelayaran di 

bawah Kementerian Perhubungan. 

2. Penyelesaian hukum dalam 

pemeriksaan atas kecelakaan kapal 

dilakukan melalui dua tahapan yaitu 

Pemeriksaan Pendahuluan yang 

terbagi menjadi Laporan Kecelakaan 

Kapal; dan Penyelesaian dan 

Penyerahan Berkas dan Pemeriksaan 

Lanjutan terbagi menjadi Penetapan 

Tim Panel Ahli, Penelitian Berkas 

Perkara dan Pemanggilan, Sidang 

Tim Panel Ahli, dan Putusan. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah bersama DPR 

hendaknya membuat Undang-

undang tentang peradilan pelayaran 

yang masuk dalam lingkup 

kekuasaan kehakiman. 

2. Dalam penyelesaian hukum 

pemeriksaan atas kecelakaan kapal 

hendaknya ada upaya hukum sama 

dengan peradilan lainnya, sehingga 

dapat memenuhi rasa keadilan bagi 

pencari keadilan 
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